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Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan pembangunan yang
berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme) diperlukan sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan instrumen pertanggung jawaban
b.  dan sebagai tolak ukur penilaian Kinerja Instansi Pemerintah:;
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas
disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama

(8 ]

dilingkungan Instansi Pemerintah;
4.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

n

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;




10.

11.

12.

Menetapkan

Pertama

Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang
Kiasifikasi, kodefikasi, dan nomenkiatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan

daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil

verifikasi, validasi dan inveniarisasi Pemuiakhiran kiasiiikasi, kodeiikasi dan
nomenkiatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaningin Barat Nomor 10 ‘Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2022 tentang Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barai Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-
2020

Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 87 tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin

Barat.
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dari peraturan ini;
Keputusan ini heriaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan ada perubahan dan
atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada

kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di  : Pangkalan Bun
Pada tanggal @ 2 Juni 2023

KEPALA DINAS PENAMAMAN MODAL DAN PTST
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. H. KAMADADIN, M.Si
NIP. 1965P‘| 05 199403 1 010
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